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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan dalam Pembangunan Ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti. Data penelitian ini diperoleh dari data primer, dimana data primer diperoleh secara langsung dari kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat desa dan wawancara terhadap perangkat desa. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa situmba julu dengan jumlah 657 KK. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling pengambilan sampel berjumlah 50 orang yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA dan Sederajat. Kuesioner diuji secara validitas dan reliabilitas, pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan munggunakan regresi linear berganda terdiri dari uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi dengan pengolahan data menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan desa secara parsial memiliki nilai thitung< ttabel sebesar – 0,258 < 2,011 dengan nilai signifikan sebesar 0,797, dimana nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa tidak berpengaruh secara parsial dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai thitung> ttabel sebesar 3,963 > 2,011 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara parsial dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Berdasarkan pengujian secara simultan yang telah dilakukan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, diperoleh nilai Fn > Ft yakni 9,444 > 3,19 dengan tingkat signifikan 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa. Berdasarkan pengujian Koefisien determinasi menunjukkan 28,7% pembangunan ekonomi desa dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.








Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang di tandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan, (Poerwadarminta, 2007). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Anwar dan Jatmiko, 2013).
 Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa (Siburian dkk, 2014).
Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pertumbuhan dana pembangunan desa (Kalimandhanu, 2014). Mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah desa yang di maksud tersebut, menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa pada umumnya yaitu: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi  pemerintah desa, seakan dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional, (3) Rendahnya Kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya singkronisasi dan output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan (Wasistiono dan Irwan, 2006).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. (Lestari, 2014). Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Sabarno, 2010).
Pengelolaan dana yang transparan akan membuat orang lain dalam hal ini seperti masyarakat, dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator, yaitu: 1) mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, 2) mekanisme yang memfasilitas pertanyaan-pertanyaan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, 3) mekanisme yang memfasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Darma, 2007). Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut: 1) adanya pertanggungjawaban terbuka, 2) adanya aksebilitas terhadap laporan keuangan, 3) adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. . 
Adapun kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tidak transparan Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak semestinya diberikan untuk pembangunan ekonomi desa, seperti kasus korupsi yang terjadi diDesa Oma, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, yang pelakunya tidak lain adalah Kepala Desa Oma yang terbukti melakukan korupsi dalam kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa diDesa Oma pada 2015 sebesar Rp.143 Juta akibat perbuatannya tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan tuntutan 3 tahun penjara, dan juga kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa asal Labuhan Tangga Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa terlibat kasus korupsi dana desa sebesar Rp.399 juta dalam anggaran APBD Rokan Hilir tahun 2015 Lalu dan akibat perbuatannya terdakwa dituntut 5 tahun penjara dengan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, (https://news.detik.com).
Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Setiawan 2011). Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik, 2) penyajian tepat waktu, 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. (Mardiasmo 2006),
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintah didesa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa (Sabarno, 2007).
Akan tetapi masih terdapat aparatur daerah/desa yang belum bisa mengaplikasikan pengelolaan keuangan dari adanya kriteria transparansi dan akuntabilitas ini adalah ketidakpahaman pembuat laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Berdampak terhadap penyusunan lporan keuangan yang tidak sesesuai dengan stndar akuntansi yang berlaku umum. itu, Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan akan kurang kepada pemerintah dan berdampak terhadap berkurangnya peran masyarakat dalam kegiatan program-program yang dibuat oleh pemerintah desa, yang hasilnya lingkungan yang kurang kondusif bagi pembangunan ekonomi desa. Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan (Lestari, 2014).
Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah desa penggabungan  pada tahun 2010  yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) desa.  Kepala desa dan perangkat desa berasal dari warga dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala desa dan perangkat desa sama sekali tidak memiliki pengalaman administrasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana berstandar nasional untuk pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran dari pemerintah melalui APBN. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparatur desa lainnya desa Situmba Julu disebutkan bahwa hingga saat ini masalah-masalah yang sering ditemui dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan dan pelaporan keuangan, karena ada beberapa persyaratan administratif yang tidak dapat dipahami dan bagaimana menentukan jenis kegiatan atau proyek yang betul-betul memberikan dampak pada peningkatan pembangunan perekonomian desa.
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa”.
Rumusan Masalah
	Setelah mengetahui dan memahami gejala atau fenomena dari latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan yang dapat menjadi pokok permasalahan untuk dikaji lebih dalam lagi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:
1.	Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa ?
2.	Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa ?
3.	Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa ?.
Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang akan dicapai untuk mengetahui sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan desa yang mewujudkan transparansi dan akuntabel.




Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
a.	Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b.	Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c.	Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d.	Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Adapun ciri-ciri umum desa yaitu: (1) pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris), (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota (Suhartono,2000).
Transparansi
Transparansi merupakan suatu kebebasan dan keterbukaan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode lalu (Shende dan Bennet, 2004, .\Andrianto, 2007, Dwiyanto 2008)
Tansparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Hari Sabarno, 2010).
Akuntabilitas
Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas (accountability) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Sedangkan menurut LAN dan BPKP (2000) dalam Setiawan (2011). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang  berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas 
Menurut Mardiasmo (2002) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu:
1.	Akuntabilitas Vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan.
2.	Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggung-jawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga setara.
Menurut Mahmudi (2005), akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi lima yakni:
1.	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
2.	Akuntabilitas Manajerial merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.
3.	Akuntabilitas Program merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. 
4.	Akuntabilitas Kebijakan merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan atau diambil. 
5.	Akuntabilitas Finansial yaitu berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan..
Rosjidi (2001) menyebutkan akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis, yakni:
1.	Akuntabilitas Internalyaitu akuntanbilitas yang berlaku untuk masing-masing tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah. Negara termasuk juga pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik induvidu maupun kelompok secara tingkatan wajib unntuk mempertanggungjawabkan terhadap atasannya langsung tentang perkembangan kinerja kegiatan secara priodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
2.	Akuntabilitas Eksternal
Akuntabilitas yang melekat pada setiang lembaga Negara sebagai salah satu organisasi untuk bertanggung jawab terhadap seluruh amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dilingkungannya.

Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus, pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang investasi daerah (Halim, 2007:137).
Berdasarkan Permandagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	
Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sampai saat ini telah mengalami dua perkembangan. Perkembangan pertama, didalam PP No.105 Tahun 2000 (Pasal 28) sebagaimana ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 (Pasal 81) laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari:
1.	Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	Laporan Aliran Kas dan,
4.	Neraca Daerah.
Dalam Perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No.17 Tahun 2003, Pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:
1.	Laporan Realisasi APBD
2.	Neraca
3.	Laporan Arus Kas dan
4.	Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
1.	Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa..
2.	Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan..
3.	Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4.	Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman melandasinya.
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi, .
Menurut Kuncoro (2010:20) adapun indikator-indikator pembangunan ekonomi desa meliputi 2 aspek yaitu fisik dan non fisik, pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatann kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012)..
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi:
a.	Transparansi (Keterbukaan), harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan kader, pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya.
b.	Partisipasi, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.
c.	Dapat Dinikmati Masyarakat, sasaran dari pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat.
d.	Dapat Dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas), proses perencanaan, pelaksaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan.
e.	Berkelanjutan (Sustainable). program yang dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen, dan bukan hanya pada satu waktu saja.
Kerangka Konseptual




















Menurut Sugiyono (2006:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.	
	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada didesa Situmba Julu Kecamatan Sipirok yang berjumlah 657 KK.
Setelah menentukan populasi penelitian maka selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Menurut Arikunto (2002:148) “Sampel merupakan wakil dari suatu populasi yang hendak di teliti yang bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitian sampel”. Dengan teknik penarikan sampel secara simple random sampling, maka sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desayang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA dan Sederajatyaitu sebanyak 50 orang.
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematik, faktual dan akurat.dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklasifikasikan kemudian dianalisa serta menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.
Teknik Pengumpulan Data
	Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam yang dibutuhkan penulis yaitu:
Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Kuesioner
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menilai tanggapan responden maka penulis menggunakan skala likert, dalam Sugiyono (2007:132) yaitu dengan menghitung bobot setiap pertanyaan. Nilai tersebut kemudian akan dijadikan variabel. 
Keterangan pilihan jawaban dan Bobot nilai jawaban responden :
SS	= Sangat Setuju (5)
S	= Setuju (4)
RR	= Ragu-ragu (3)
TS	= Tidak Setuju (2)
STS	= Sangat Tidak Setuju (1)
Pengujian Hipotesis
Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan penguji terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menggunakan alat Uji T, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R2).
Uji Signifikan Parsial (Uji T) 
Uji T dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada level of signifikan 5% dengan kriteria pengajian sebagai berikut:
1. Jika thitung<ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Jika thitung>ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel level of signifikan 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
1. Jika fhitung<ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Jika fhitung>ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau ketertarikan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen sangat terbatas sedangkan nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

HASIL PENELITIAN
Analisis Regresi Linear Berganda











	Transparansi Pengelolaan Keuangan (X1)	-,040	,154	-,036	-,258	,797
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X2)	,583	,147	,551	3,963	,000
a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Desa (Y)





Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Dari nilai t-tabel dengan derajat bebas  50 – 2 – 1 = 47 dan taraf nyata 5% = 2,011 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil uji secara Parsial atau uji-t Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan nilai thitung< ttabel sebesar – 0,258 < 2,011 ini menunjukkan bahwa Ho diterima. Dan dilihat dari tingkat signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,797. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikan adalah Ho diterima dan kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Desa.
H1	: 	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tidak Berpengaruh Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.

Sedangkan berdasarkan hasil uji secara Parsial atau uji-t Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan nilai thitung> ttabel sebesar 3,963 > 2,011 ini menunjukkan bahwa Ho ditolak. Dan dilihat dari tingkat signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikan adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Desa.
H2	:	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.








 Hasil Uji F

ANOVAa




a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Desa (Y)
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X2), Transparansi Pengelolaan Keuangan (X1)





Berdasarkan output SPSS Versi 22 diperoleh nilai Fn > Ft yakni 9,444 > 3,19 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan ekonomi desa secara simultan. Hasil uji hipotesis menunjukkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti menerima hipotesis sehingga dapat dikatakan bahwa Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).







Hasil Uji Determinasi (R2)

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,535a	,287	,256	2,519
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X2), Transparansi Pengelolaan Keuangan (X1)









	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Situmba julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.	Berdasarkan uji parsial atau uji T (t-test) variabel bebas Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa.
2.	Berdasarkan uji parsial atau uji T (t-test) variabel bebas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa.
3.	Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan atau uji F (f-test) dapat dibuktikan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara simultan atau secara bersama-bersama berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa diDesa Situmba julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh besarnya pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 25,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Saran
	Beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain:
1.	Bagi perangkat desa yang ada diDesa Situmbajulu khususnyadalam pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan desa, diharapkan perangkat desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan pembuatan laporan keuangan desa sesuai dengan format yang telah tercantum pada PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014.
2.	Aparatur desa Situmba Julu harus lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya dibidang keuangan.
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